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ABSTRAK

Penerapan asas nebis in idem dalam gugatan perkara perdata di pengadilan. Asas nebis in idem dalam gugatan perkara perdata di pengadilan diterapkan dalam perkara terdahulu yang telah diputus oleh hakim dan mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian diajukan kembali untuk kedua kalinya dengan subyek hukum, obyek sengketa, dan pokok perkara yang sama. Perkara yang dinyatakan nebis in idem tidak dapat diajukan  kembali untuk kedua kalinya ke pengadilan kecuali terdapat perbedaan  mengenai subyek gugatan, obyek perkara, dan atau pokok perkaranya Interpretasi hakim terhadap perkara perdata yang dapat dikenai asas nebis in idem  : Bahwa asas nebis in idem terjadi pada perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga sudah tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun kecuali upaya hukum peninjauan kembali. Kreteria yang harus dipenuhi agar suatu perkara dapat dikenai asas nebis in idem  yaitu bahwa subyek gugatan, obyek perkara, dan pokok perkaranya harus sama dengan subyek gugatan obyek perkara, dan pokok perkara pada perkara yang pernah diputus sebelumnya.
BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Fakta Alam menentukan  bahwa Manusia merupakan makhluk yang hidup di masyarakat dan mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam, dengan mengadakan hubungan dengan manusia lainnya maka kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. Dalam hubungan tersebut timbullah hak dan kewajiban yang timbal balik yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Peraturan hukum mengatur hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban tersebut.

Bahwa setiap Subyek hukum dengan  adanya peraturan hukum maka harus mematuhinya. Namun di dalam suatu hubungan hukum yang terjadi, ada kemungkinan pihak yang satu tidak memenuhi kewajiban terhadap pihak yang lain, sehingga pihak yang lain tersebut merasa dirugikan haknya. Untuk mempertahankan hak dan memenuhi kewajibannya, orang harus bertindak berdasarkan peraturan hukum yang telah ditetapkan. Apabila pihak yang yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan sendiri tuntutannya secara damai, maka pihak yang merasa dirugikan dapat meminta bantuan kepada hakim untuk menyelesaikan perkaranya. Tujuan dari penyelesaian perkara melalui hakim adalah untuk memulihkan hak seseorang yang telah dirugikan atau terganggu, dan melalui hakim pulalah orang mendapat kepastian akan haknya yang harus dihormati oleh setiap orang.

Penegak Hukum Hakim memegang peranan penting dari awal sampai akhir pemeriksaan perkara di pengadilan. Menurut pasal 119 HIR/143 RBg hakim berwenang untuk untuk memberikan petunjuk kepada pihak yang mengajukan gugatannya ke pengadilan dalam maksud supaya perkara yang dimajukan itu menjadi jelas duduk persoalannya dan memudahkan hakim memeriksa perkara itu1. 

Pada waktu pemeriksaan perkara, hakim betul-betul harus bersikap bebas dan tidak memihak siapapun. Dipersidangan, hakim juga harus mendengar keterangan kedua belah pihak dengan pembuktiannya masing-masing sehingga hakim dapat menemukan kebenaran yang sebenarnya 

Dalam ilmu hukum terdapat doktrin yaitu curia ius novit, artinya hakim dianggap mengetahui hukum. Oleh karena itu penolakan memeriksa perkara dengan alasan bahwa tidak ada atau kurang jelas peraturan hukumnya, tidak diperkenankan. Walau bagaimanapun, apabila berhubungan dengan peraturan hukum, hakim dianggap mengetahui hukum dan dapat mengambil keputusan bersdasarkan ilmu pengetahuannya sendiri dan keyakinan sendiri. Menurut pasal 14 ayat  (1) UU No. 04 Tahun 2004, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kuarang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Hukum Undang – undang membenarkan alasan hakim untuk menolak memeriksa dan memutus perkara, misalnya alasan yang berhubungan dengan kompetensi, hubungan darah, sudah pernah diperiksa dan diputus (nebis in idem). Asas nebis in idem yaitu asas yang berhubungan dengan perkara yang telah atau sudah pernah diperiksa dan diputus oleh hakim berkaitan dengan asas ini maka hakim tidak lagi memeriksa dan memutus untuk kedua kalinya terhadap perkara yang pernah diperiksa dan  dan diputus oleh hakim. Hal ini dimaksud agar ada kepastian hukum tentang sesuatu hal yang sudah diputus oleh hakim .

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP  ASAS NEBIS IN IDEM DALAM SIDANG PERKARA PERDATA DI PN. SAMARINDA.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Sebenarnya masalah-masalah yang berhubungan dengan penulisan ini cukup banyak, akan tetapi untuk mempermudah dalam penulisan ini diperlukan adanya rumusan dan pembatasan terhadap masalah. Hal ini agar dalam pembahasan masalah akan lebih terarah sehingga mudah dimengerti.

Adapun perumusan dan pembatasan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimanakah Bagaimanakah Tinjauan Yuridis terhadap  penerapan asas nebis in idem di dalam gugatan perkara perdata di pengadilan ?
2. Bagaimana interprestasi hakim terhadap perkara perdata yang dapat dikenai asas nebis in idem ?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
a. Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1) Untuk mengembangkan pola berpikir masyarakat guna menempatkan posisi hukum sebagai sandaran berprilaku dan pemahaman tentang proses penerapan asas nebis in idem  dalam perkara perdata harus  berdasarkan prosedur hukum. Juga memberikan kepada masyarakat bagaimana cara mengamankan hak miliknya  yang sudah diperoleh atau akan diperoleh. 

2) Memberikan gambaran tentang penerapan  nebis in idem  dalam perkara perdata dan  diakui secara yuridis, khususnya terhadap masyarakat yang terlibat langsung dalam Perkara perdata yang hubungannya dengan penerapan asas nebis in idem  atau dalam perkara yang sama tidak boleh diajukan gugatan  kedua kali dengan caatatan bahwa bahwa perkara yang sama,subyek hukumnya sama dan obyek hukumnya juga sama.  jelas apabila hal ini terjadi gugatan tersebut akan ditolak oleh hakim.
3)  Untuk sekedar memberikan masukan yang berupa pendapat bagi penyempurnaan hukum acara perdata  yang erat relevansinya dengan penerapan asas nebis in idem. Hal ini  sangat dominan dalam penegakan hukum ( Law eenforcement ).
b. Kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah :

1) Untuk menentukan alternatif pemecahan masalah, sehingga permasalahannya segera dapat diatasi.

2) Untuk memberikan saran-saran yang mendukung langkah-langkah pemecahan masalah.

D. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis sajikan, maka penulis menggunakan metode dan tehnik penelitian sebagai berikut :
1. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengelompokkan data yang ada dalam dua bagian yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah merupakan data utama yang diperoleh penulis berdasarkan penelitian di lapangan, yaitu di Pengadilan Negeri Samarindaa. 

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap bagi data primer yang ada, yang diperoleh penulis dari berbagai buku-buku yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi ini.

2. Tehnik Pengumpulan Data

Penulis membagi tehnik pengumpulan data ini dalam dua sifat  penelitian yaitu :

a. Yuridis Normatif
Penelitian ini dilakukan dengan membaca, mengutip dan membuat catatan-catatan penting yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi ini.

b. Yuridis Sosiologis ( empiris )
Merupakan tehnik pengumpulan data yang langsung diperoleh penulis dari obyek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan tiga cara yaitu :

1) Wawancara

Yaitu wawancara langsung dengan responden yang ada hubungan langsung dengan penelitian (pihak Pengadilan negeri samarinda), guna memperoleh data yang diperlukan.

2) Kuesioner

Yaitu perolehan data dengan mengajukan daftar pertanyaan guna memperoleh bahan tambahan juga perbandingan dengan data yang diperoleh melalui wawancara.

3) Observasi

Yaitu pengamatan langsung di lapangan terhadap peristiwa, kejadian atau kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu tentang penerapan asas nebis in idem dalam penyelesaian perkara perdata. 

c. Analisis Data

Dalam membahas pokok permasalahan dan menganalisis data yang telah diperoleh, maka penulis menggunakan segala informasi dan data yang telah diperoleh, baik itu data primer maupun data sekunder. Kemudian penulis analisis secara kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif.

BAB II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas Nebis In Idem Dalam  Gugatan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Samarinda

Terhadap perkara yang telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap maka perkara tersebut tidak dapat diajukan kembali. Kecuali apabila mengenai subyek gugatan, obyek sengketa, atau permasalahannya diubah sehingga tidak sama dengan gugatan perkara perdata sebelumnya, maka perkara tersebut baru dapat diajukan kembali.


Perkara yang pernah diadili dan tidak dapat diajukan kembali ini menurut para ahli mempunyai arti yang negatif. Prof. DR.Sudikno Mertokusumo,S.H. menyatakan bahwa arti negatif tersebut berhubungan dengan kekuatan mengikat para pihak terhadap putusan hakim, di mana hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya antara para pihak yang sama dan pokok perkara yang sama pula.


Keller menyebutkan fungsi eksepsi dalam arti negatif yaitu untuk mencegah terulangnya suatu tuntutan. Pitlo menyatakan mengenai arti negatif pada kekuasaan putusan hakim, yaitu bahwa suatu perkara yang pernah diadili tidak boleh diajukan untuk yang kedua kalinya, Prof. DR.R. Soepomo,S.H. juga menyebutkan arti negatif terhadap kekuatan putusan hakim tersebut, dimana tergugat dapat menolak suatu tuntutan yang telah diputus oleh hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti.


Kekuatan putusan hakim dalam arti negatif ini dalam praktek pengadilan sangat berguna untuk menghindari terjadinya pemeriksaan terhadap perkara yang telah diputus sebelumnya.


Menurut Jeremias Lemek, S.H, di dalam praktek pengadilan, apabila ada suatu perkara yang sudah pernah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti maka tidak boleh diajukan kembali. Apabila perkara tersebut diajukan kembali maka dapat dipastikan hakim akan menolak memeriksa perkara tersebut. Menurut Jeremias Lemek,S.H. sebagai seorang pengacara bodoh sekali jika sampai mengajukan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Bastari Ilyas, S.H. di mana sebagai seorang pengacara tentu saja akan dipelajari terlebih dahulu perkara yang akan ditanganinya. Apabila pengacara telah mengetahui adanya asas nebis in idem dalam perkara yang akan ditanganinya maka ia akan mengatakan hal tersebut pada kliennya dan disarankan untuk tidak melanjutkan perkara tersebut ke pengadilan karena apabila tetap bersikeras perkara tersebut diajukan ke pengadilan maka dapat dipastikan akan kalah 


Adanya asas nebis in idem ini menurut Jeremias Lemek, S.H. bertujuan supaya tidak mengulangi perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian terdapat kepastian hukum bagi para pihak. Sedangkan menurut Bastari Iiyas, S.H. adanya asas nebis in idem adalah untuk adanya kepastian hukum bagi para pihak. Dengan adanya asas nebis in idem diharapkan agar terhadap pihak yang telah dimenangkan dalam suatu perkara tidak akan dapat diganggu lagi oleh pihak yang kalah.


Prosentase terjadinya perkara perdata mengenai nebis in idem di pengadilan sangat kecil sekali. Hal ini disebabkan, sebagian besar pihak yang berperkara didampingi oleh pengacara. Menurut Bastari Iiyas, S.H. , para pengacara itu sendiri tidak akan begitu saja mengajukan suatu perkara apabila diindikasikan terjadi nebis in idem. Hal ini dikarenakan pengacara sudah dapat melihat ke depan tenang arah suatu perkara. Oleh karena itu pengacara tidak akan membuang-buang waktu menangani masalah yang berkenaan dengan masalah nebis in idem.


Menurut Bastari Iiyas, S.H. asas nebis in idem ini dapat dikenakan  dalam berbagai lapangan hukum perkara perdata, seperti dalam perkara perceraian, warisan, hutang piutang dan sebagainya.


Prof. DR. R. Soepomo, S.H. menyatakan bahwa terhadap perkara yang berlaku prinsip nebis in idem pihak tergugat dapat mengajukan eksepsi dengan alasan bahwa perkara tersebut pernah diputus sebelumnya dan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Dalam hal ini Pompe juga menyatakan bahwa nebis in idem merupakan eksepsi mengenai terulangnya suatu tuntutan.


Kekuatan untuk menangkis suatu gugatan berdasarkan asas nebis in idem juga dikemukakan oleh Prof.R. Subekti,S.H. Tangkisan atau eksepsi tersebut agar berhasil maka diperlukan subyek dan obyek yang sama dengan perkara yang terdahulu. Star Bosmann juga memberikan kekuatan mengikat pada kekuasaan putusan hakim terhadap para pihak, di mana mereka dapat mengajukan eksepsi terhadap perkara yang pernah diadili sebelumnya.


Dengan demikian dapat dikatakan bahwa apabila dalam suatu perkara berlaku asas nebis in idem maka pihak yang bersangkutan dalam hal ini tergugat, dapat mengajukan eksepsi terhadap perkara yang terkena asas nebis in idem tersebut.


Di pengadilan, dalam suatu perkara yang diajukan oleh penggugat, apabila ditemukan bahwa perkara tersebut nebis in idem, maka tergugat akan mengelurkan eksepsi melalui pengacaranya yang menyatakan bahwa perkara tersebut terkena asas nebis in idem. Menurut hakim pengadilan negeri SAMARINDA. Sunu Hernowo, S.H. Perkara yang dinyatakan nebis in idem biasanya diajukan oleh pengacara tergugat dalam eksepsi. Hal ini dimungkinkan dengan tujuan untuk mengulur waktu agar perkara tersebut tidak cepat diputus oleh hakim.


Eksepsi yang berkaitan dengan masalah nebis in idem ini dapat diajukan oleh tergugat agar proses perkara tidak berlangsung lama dan bertele-tele. Seperti yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, S.H. yang menyatakan bahwa eksepsi terhadap perkara yang terkena asas nebis in idem apabila tidak diputus seketika, hanya akan membuang waktu saja apabila pada akhirnya gugatan perkara tersebut tidak diterima. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Jeremias Lemek, S.H. bahwa penerapan asas nebis in idem ini bertujuan agar tidak dilakukannya pekerjaan secara sia-sia terhadap perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.


Apabila menurut hakim dalam perkara tersebut memang terdapat asas nebis in idem maka hakim dapat mengeluarkan putusan sela. Namun putusan sela ini bukan merupakan keharusan bagi hakim untuk menangani masalah nebis in idem ini yang harus mendapat putusan sela adalah mengenai masalah kewenangan absolut dan relatif. Sedangkan dalam prakteknya, masalah nebis in idem ini jarang sekali diputus sela oleh hakim. Dikeluarkannya putusan sela oleh hakim ini dapat terjadi karena adanya pertimbangan bahwa penyelesaian perkara tersebut jangan sampai bertele-tele.


Dalam praktek menurut Kamal Firdaus,S.H. putusan nebis in idem diputuskan bersam-sama dengan putusan akhir, jadi jarang sekali diputus dalam putusan sela. Hal ini dikarenakan apabila terdapat perbedaan gugatan maka baru akan dapat diketahui setelah adanya tahap pembuktian, sedangkan putusan sela dijatuhkan sebelum pembuktian dilaksanakan. Oleh karena itu suatu perkara dinyatakan nebis in idem setelah ada pembuktian menyangkut pokok perkara.


Menurut Jeremias Lemek, S.H. dapat saja terjadi di dalam perkara yang sudah pernah yang sudah pernah diputus dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti itu tidak memenuhi rasa keadilan bagi para pihak. Dengan kata lain dengan diterapkannya asas nebis in idem tidak membuktikan  bahwa keadilan itu ada. Terdapat banyak putusan-putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti namun terhalang oleh asas nebis in idem sehingga pihak yang dikalahkan tidak mengajukan gugatannya lagi. Dan pada akhir yang dapat dilakukan adalah upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali.


Bastari Iiyas, S.H. berpendapat bahwa dengan diterapkannya asas nebis in idem ini tentu saja telah memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dimenangkan dan tidak berlaku bagi pihak yang dikalahkan. Dari segi formalitas, penerapan asas nebis in idem menjamin kepastian hukum. Namun dari segi keadilan terkadang penerapan asas ini sangat merugikan para pencari keadilan hanya karena adanya alasan formil yaitu perkara ini sudah pernah diajukan sebelumnya. Padahal ada kemungkinan bahwa dalam perkara yang  diajukan lagi ini mengandung hal-hal lain yang baru akan diketahui kemudian setelah adanya pemeriksaan hakim. Sedangkan dengan adanya alasan formil tersebut maka hakim tidak akan memeriksa pokok perkaranya dan akan langsung memutus perkara tersebut tidak dapat diterima karena terdapat asas nebis in idem di dalam perkara tersebut.


Tidak ada batasan terhadap jangka waktu pengajuan kembali suatu perkara yang telah diajukan nebis in idem. Hal ini berkaitan dengan adanya asas bahwa hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya seperti dalam hal daluarsa yang jangka waktunya adalah 30 tahun, maka hakim tetap harus memeriksa perkara yang diajukan kepadanya. Namun putusan yang dijatuhkan akan dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan yang apabila dalam pemeriksaan tersebut diketahui bahwa jangka waktu 30 tahun tersebut telah terlampaui maka hakim akan memberikan putusan yang menolak putusan tersebut. Jadi putusan nebis in idem berlaku untuk selamanya kecuali terhadap perkara tersebut diadakan penyempurnaan atas subyek, obyek, maupun pokok perkaranya.


Menurut pendapat Bastari Iiyas, S.H. dalam perkara nebis in idem yang dijatuhkan oleh hakim, terobosan hukum yang dapat dilakukan  adalah banding, kasasi, dan peninjauan kemabali. Proses terobosan hukum tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung melainkan harus melalui tahap-tahap tertentu. Tahapan pertama yang harus dilakukan adalah melalui banding terlebih dahulu. Apabila dalam banding penggugat kalah, di mana hakim menolak lagi gugatan penggugat dalam banding atau menguatkan putusan pengadilan negeri maka upaya hukum yang dilakukan adalah kasasi. Namun apabila kasasi tetap menguatkan putusan pengadilan tinggi maka upaya hukumnya adalah peninjauan kembali. Bastari Iiyas, S.H. perkara nebis in idem  masih dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali asalkan dipenuhinya jangka waktu pengajuan kemabali perkara tersebut. Banding kasasi, dan peninjauan kembali merupakan upaya hukum terhadap perkara yang ditolak oleh hakim.


Pendapat Jeremias Lemek, S.H. peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa, di mana untuk menjaga supaya suatu perkara jangan sampai diajukan untuk kedua kalinya dan jangan sampai terkena asas nebis in idem  maka peluang yang diberikan oleh hukum adalah peninjauan kembali. Namun menurut Jeremias Lemek, S.H. mengenai peninjauan kembali yang disampaikan ke Mahkamah Agung ini rata-rata 99% akan ditolak. Mengenai hak untuk banding atau kasasi Bgi perkara yang sudah diputus nebis in idem  tetap ada, akan tetapi biasanya apabila sudah diputus oleh pengadilan negeri bahwa perkara tersebut terkena nebis in idem dan perkara tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, para pihak tidak mau mengajukan upaya hukum baik banding maupunn kasasi.

B. Interpretasi Hakim Terhadap Perkara Perdata Yang Dapat Dikenai Asas Nebis In Idem.


Menurut Hakim Pengadilan Negeri Samarinda,  Senu Hernowo, S.H. Asas nebis in idem adalah asas dimana suatu putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diajukan kembali. Mengenai putusan yang sudah mempunyai hukum tetap ini berarti bahwa terhadap putusan hakim ini sudah tidak dapat dilakukan upaya hukum biasa lagi baik berupa perlawanan, banding, maupun kasasi.


Kreteria yang harus dipenuhi agar suatu perkara dapat terkena asas nebis in idem yaitu bahwa subyek hukum dalam perkara tersebut sama dengan perkara yang pernah diputus sebelumnya, obyek yang menjadi sengketa juga harus sama dengan perkara sebelumnya, dan perkara tersebut mempunyai permasalahan atau materi yang sama pula. Apabila di mana suatu gugatan ditemukan adanya subyek hukum yang sama, atau obyek sengketa maupun permasalahan yang sama pula maka perkara tersebut dapat dikenai asas nebis in idem . Jadi hakim dapat memberikan putusan bahwa suatu perkara terkena asas nebis in idem, apabila salah satu unsur tersebut dapat dikenai asas nebis in idem . Jadi hakim dapat memberikan putusan bahwa suatu perkara terkena asas nebis in idem apabila salah satu unsur tersebut dipenuhi.


Tujuan diterapkannya asas nebis in idem adalah untuk menghindari adanya putusan hakim yang saling bertentangan satu sama lain. Parkara yang dapat dikenai asas nebis in idem haruslah perkara yang telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap sehingga sudah tidak dapat dilakukan upaya hukum biasa lagi. Namun terdapat pengecualian di mana perkara yang terkena asas nebis in idem ini dapat diajukan dalam upaya hukum peninjauan kembali. Hal ini dikarenakan peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa, di mana suatu perkara dapat diajukan kembali apabila di kemudian hari dalam perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diketemukan adanya suatu kesalahan atau kekhilafan.


Hak untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak hanya terjadi satu kali saja. Oleh karena itu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat diajukan kembali atau tidak dapat dilakukan upaya hukum lagi. Dengan adanya kepastian hukum maka kepentingan para pihak akan terlindungi. Oleh karena itu penerapan asas nebis in idem ini telah memenuhi rasa keadilan bagi para pihak. Mengenai jangka waktu pengajuan kembali suatu yang telah dinyatakan nebis in idem  dengan mengubah subyek hukum, obyek sengketa ataupun permasalahannya maka tidak terbatas waktunya. Jadi tidak ada tenggang waktu untuk pengajuan perkara yang dinyatakan terkena asas nebis in idem.

BAB  III P E N U T U P

A. Kesimpulan 


Berdasarkan pembahasan-pembahasan sebagaimana yang telah  dikemukakan dalam bab sebelumnya, telah diperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai pokok-pokok dari materi pembahasan, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan asas nebis in idem dalam gugatan perkara perdata di pengadilan.

      - Asas nebis in idem dalam gugatan perkara perdata di pengadilan diterapkan dalam perkara terdahulu yang telah diputus oleh hakim dan mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian diajukan kembali untuk kedua kalinya dengan subyek hukum, obyek sengketa, dan pokok perkara yang sama.

       -  Perkara yang dinyatakan nebis in idem tidak dapat diajukan  kembali untuk kedua kalinya ke pengadilan kecuali terdapat perbedaan  mengenai subyek gugatan, obyek perkara, dan atau pokok perkaranya

2.  Interpretasi hakim terhadap perkara perdata yang dapat dikenai asas nebis in idem  :

    - Bahwa asas nebis in idem terjadi pada perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga sudah tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun kecuali upaya hukum peninjauan kembali. Kreteria yang harus dipenuhi agar suatu perkara dapat dikenai asas nebis in idem  yaitu bahwa subyek gugatan, obyek perkara, dan pokok perkaranya harus sama dengan subyek gugatan obyek perkara, dan pokok perkara pada perkara yang pernah diputus sebelumnya.

B. Saran – Saran

     a. Hendaknya pengadilan meneliti secara seksama perkara yang diajukan kepadanya sehingga menghindari kemungkinan terjadinya pengulangan terhadap perkara yang pernah diputus sebelumnya oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

     b. Bagi para pihak yang akan mengajukan kembali perkaranya di pengadilan  hendaknya memperhatikan terlebih dahulu mengenai subyek hukum, obyek hukum, maupun pokok perkaranya agar tidak terkena asas nebis in idem.
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